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WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSISUMATERASELATAN

PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR ~8TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTAPRABUMULIHNOMOR 21 TAHUN2017
TENTANGRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAHPERUBAHAN

KOTAPRABUMULIHTAHUN2017

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2017 maka Pemerintah Kota Prabumulih
telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun
2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2017;

b. bahwa dikarenakan adanya pergeseran kegiatan antar
satuan kerja perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka
terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 21 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih
Nomor 21 Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Perubahan Kota Prabumulih Tahun 2017.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pemberitukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018 (Lembaran
Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2016 Nomor 9);



/,/
/ 13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016

ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHANKOTAPRABUMULIHTAHUN2017

PasalI
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 21 Tahun
2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017
(Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 21),diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 21 Tahun
2017 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran clan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PasalII
Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ).~Jul.' 2017

WALIKOTAP

Diundangkan di PrabumuIih
pacta tanggal 2..5 jvl i 20 17

SEKRETARISDAERAH
KOTAPRABUMULIH,

/
H. M. KOWI


